“Rai ami fo ti’an, sei sa tenik?”

(“Tanah kami sudah serahkan, masih apalagi?”)

OPINI
Pengantar
“Rai ami fo ti’an, sei sa tenik?” (Timor News, Edisi 35 Thn IV/ Maret - April 2010). Ungkapan dalam Bahasa Tetun ini dalam terjemahan bebas berarti “Tanah kami sudah serahkan, masih apalagi?” Pernyataan ini terungkap dari para pemilik lahan yang secara suka rela menyerahkan tanahnya untuk kepentingan pembentukan Kabupaten Malaka. Penyerahan tanah ini untuk memenuhi salah syarat bahwa calon kabupaten baru harus menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan kabupaten khusus kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya.

Seperti juga yang dideskripsikan Timor News bahwa pernyataan di atas sebagai suatu bentuk harapan yang besar dan dukungan tanpa pamrih akan dan untuk pembentukan Kabupaten Malaka sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Belu. Salah satu diantaranya, Yezekiel Saku sebagai tokoh adat suku Labarai dalam bahasa daerah yang penuh makna mengungkapkan harapannya akan pembentukan Kabupaten Malaka bahkan tokoh adat ini berharap Kabupaten Malaka terbentuk pada Tahun 2010 ketika penyerahan tanah itu berlangsung. Harapan akan terbentuknya Kabupaten Malaka bukan monopoli Saku seorang tetapi telah menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Belu terutama masyarakat calon kabupaten baru. Siapa pun boleh bermimpi akan kabupaten baru tetapi semua pihak juga harus bersikap realistis. Sikap realistis ini diperlukan setidaknya untuk menanggapi tiga hal : pertama, arah kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan propinsi dan kabupaten/kota; kedua pembentukan kabupaten dari perspektif kepentingan rakyat dan; ketiga, esensi pembentukan kabupaten dari perspektif Ilmu Pemerintahan

Arah Kebijakan Pemerintah

Awal mulanya adalah pernyataan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono ketika mengeluarkan pernyataan public yang dalam perspektif kebijakan public dikenal sebagai pernyataan kebijakan yakni meminta semua pihak yang berkompeten untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) pembentukan daerah baru (propinsi dan kabupaten/kota). Pernyataan kebijakan ini diterjemahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan grand design (desain besar) penataan daerah kabupaten/kota. Tujuan penyusunan grand design penataan daerah untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah ideal kabupaten/kota di wilayah Negara Republik Indonesia. Hasil evaluasi sebagai dasar pembentukan grand design penataan daerah setidaknya berupa tiga rekomendasi berikut: pertama, jumlah kabupaten/kota yang ada saat ini belum mencapai jumlah ideal; kedua, jumlah kabupaten kota sudah mencapai jumlah ideal dan; ketiga jumlah kabupaten kota sudah melebihi jurnlah ideal. Rekomendasi ini memiliki tiga konsekuensi yang berbeda, pertama : masih ada kemungkinan atau peluang pembentukan daerah baru (propinsi, kabupatenlkota) dengan cara pemekaran daerah kedua, tidak ada kemungkinan untuk pembentukan daerah baru dan; ketiga, pengurangan jumlah daerah yang ada dengan cara penggabungan daerah yang kinerjanya dipandang rendah. 

Kemendagri telah menyelesaikan tugasnya melakukan evaluasi atas kabupaten/kota, Hasilnya evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ini telah diumumkan hasilnya terutama soal kinerja pemerintah kabupaten/kota. Namun Kemendgari tidak juga mengeluarkan rekomendasi khususnya yang berkenaan dengan jumlah ideal kabupaten/kota di lndonesia. Kemendagri justeru menawarkan ide pembentukan daerah administratif sebagai model pemerintahan transisi sebelum dijadikan daerah otonom. Ide pembentukan daerah administratif sebagai persiapan pembentukan daerah otonom mengemuka pada Rapat Koordinasi Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010 - 2025 di Jakarta Senin ( 17/5) (Kompas, Selasa 18 Mei 2010). Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa ada masa transisi dalam pembentukan daerah otonom baru. Kami menyarankan ada masa transisi. Kalau sekarang langsung menjadi daerah otonom baru. Ke depan, perlu dibina tiga sampai lima tahun. Kami menawarkan lima tahun. Selama itu daerah menjadi daerah administratif, berada di bawah daerah induk dengan dibina propinsi. Nanti kami diskusikan dengan DPR berapa waktu ideal untuk menjadi daerah transisi. Pandangan ini diperkuat Praktino, seorang Dosen Fisipol asal UGM yang tergabung sebagai Tim Ahli : intinya kalau mau membentuk daerah otonom perlu dikaji dulu apakah daerah yang bersangkutan layak menjadi daerah persiapan yang menjadi tanggung jawab daerah induk. Daerah persiapan ini merupakan wilayah administratif birokrasi pelayanan yang dibentuk, tetapi institusi politik DPRD tidak perlu dibentuk.

Indikasi kebijakan pemerintah yang kontra pembentukan daerah baru terlihat ketika Kementerian Hukum dan HAM menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 - 2014. Kebijakan Pemerintah atas pembentukan daerah terlihat jelas dari dua judul berita media massa Pertama, Media Indonesia (Kamis, 19 November 2009), “Prolegnas 2010 tanpa RUU Pemekaran” dan kedua, Depdagri Online yang termuat dalam Web Site Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia). Dari 163 RUU, Tak Satu pun Pembentukan Daerah Baru-. Kedua judul berita ini bersumber dari pendapat Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, saat melakukan rapat kerja dengan DPR, Kamis (19/l l). Menurutnya Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap daerah pemekaran dan tidak akan mengajukan pemekaran daerah selama Tahun 2010. Kami sepakat untuk moratorium pemekaran terlebih dahulu. Untuk itu kami tidak akan mengajukan usulan pemekaran daerah sebelum adanya evaluasi dan grand design pemekaran daerah selesai dikerjakan. Anggota DPD asal Bali I Wayan Sudiarta yang ikut juga dalam raker tersebut menilai, syarat pengajuan daerah pemekaran terlalu gampang sehingga pihak-pihak yang menginginkan pemekaran sangat mudah. Daerah pemekaran ini menghabiskan dana besar, sehingga uang negara habis untuk daerah baru. Namun tidak bisa menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Draft Prolegnas 2010 - 2014 dan Prolegnas prioritas 2010 yang diajukan pemerintah tidak satu pun mencantumkan RUU Pemekaran termasuk RUU kumulatif terbuka (Media Indonesia). Menkum HAM menambahkan, agar moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah menjadi kebijakan nasional memerlukan kesepakatan bersama. Meskipun pemerintah tidak membuka kran, kalau ada dorongan dan DPR, Patrialis mengakui susah bagi pemerintah untuk menghindar (Depdagri On line).

Pernyataan - pernyataan di atas mewakili pembentuk undang - undang atau para pihak yang bertanggung jawab memproses kebijakan pemerintah termasuk kebijakan pembentukan daerah baru. Pihak Pemerintah yang dipersonafikasikan dalam diri Presiden, Menkum dan HAM, Mendagri dan parlemen yang diwakili Dewan Perwakilan Daerah sepakat untuk menghentikan proses pembentukan daerah baru. Pemerinrah dan Parlemen adalah dua lembaga negara yang bertanggung jawab atas semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah termasuk tindakan pemerintah untuk tidak mengeluarkan undang-undang pembentukan daerah baru. Pemerintah dan parlemen, dengan demikian, memiliki kesamaan sikap dalam menanggapi usulan pembentukan daerah baru. Kedua lembaga itu berada pada posisi yang tidak mendukung proses pembentukan daerah baru.

Pembentukan Kabupaten dari Perspektif Kepentingan Rakyat

PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai pengganti PP Nomor 129 Tahun 2000 yang menjadi landasan pembentukan daerah tidak mencantumkan secara tegas tujuan pembentukan daerah baru. PP ini dipandang aneh ketika tidak memasukkan tujuan pembentukan daerah dalam salah satu pasalnya padahal tujuan pembentukan daerah menjadi alasan dasar yang mendorong sejumlah pihak untuk mengupayakan pemisahan diri dari daerah atau kabupaten / kota induk. Tujuan pembentukan daerah yang secara jelas dirumuskan PP sebelumnya yakni pencapaian kesejalrteraan rakyat menjadi kepentingan utama masyarakat. Para penggagas pembentukan kabupaten/kota menyakini bahwa pembentukan daerah menjadi jalan tunggal untuk mempercepat proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Terlepas dari kontravesi PP 78 / 2007, faktanya daerah-daerah hasil pemekaran khususnya yang telah berusia lebih dari lima tahun belum menampakkan hasil nyata dari tujuan awal pembentukan suatu daerah. Sejauh ini faktanya Kabupaten Lernbata tidak lebih baik tingkat kesejahteraan daripada Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Manggarai Barat masih belum dapat mensejajarkan tingkat perkembangan ekonominya dengan Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten asal pemekaran. Bahkan proses pembangunan di kabupaten ini diwamai berbagai kontraversi perencanaan yang disinyalir berbau korupsi. Kondisi ekonomi Kabupaten Rote setali tiga uang dengan dua kabupatren hasil pemekaran lainnya yang tidak menampakkan tingkat kemajuan ekonomi yang cukup signifikan. Bahkan Kabupaten Rote Ndao direkomendasikan untuk digabung kembali dengan Kabupaten Kupang. Gagasan ini muncul setelah Kemendagri (saat itu Depdagri) melakukan evaluasi atas daerah kabupaten hasil pemekaran di seluruh Indonesia

Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Pernbangunan yang bertujuan menyejahterakan rakyat harus ditopang dengan anggaran yang cukup. Kendala utama sebagian besar pemerintah daerah baik induk maupun pemekaran adalah kekurangan anggaran pembangunan terutama untuk belanja modal yang diorientasikan untuk belanja bagi kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Pembentukan kabupaten baru tidak searah dengan penambahan anggaran tetapi sebaliknya daerah induk akan mengalami kekurangan dana secara signifikan karena anggaran harus dibagikan kepada daerah hasil pemekaran. Sistem anggaran daerah itu tidak bersifat konstan artinya suatu daerah baru tidak secara otomatis menerima dana sebesar yang dianggarkan pada daerah induk. Sebagai misal daerah induk sebelum pemekaran memperoleh DAU sejumlah Rp. 500 Milyar, maka tidak dengan sendirinya daerah pemekaran akan mendapatkan jumlah dana yang sama besarnya.

Sumber pendapatan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain; pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan. Khusus dana perimbangan terdiri atas tiga item : dana bagi hasil, dana alokasi umum’dan dana alokasi khusus. Sumber utama pendapatan daerah adalah dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). DAU berbeda jumlahnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain Perbedaan jumlah DAU dimungkinkan karena cara perhitungan DAU yang didasarkan pada : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Ukuran jumlah DAU yang berbasiskan luas wlayah dan jumlah penduduk mengisaratkan bahwa pembentukan daerah otonom baru tidak sejalan dengan percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat- Secara sederhana DAU yang diperoleh daerah otonom hasil pemekaran merupakan hasil pembagian dari anggaran daerah induk. Besar kecilnya dana DAU suatu daerah otonom bergantung pada beberapa variable tersebut di atas terutama variable jumlah penduduk dan luas wilayah Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk dan semakin besar luas wilayah, maka semakin besar pula jumlah DAU yang akan diterima oleh suatu daerah otonom. Konsekuansinya suatu daerah otonom baru dimungkinkan menerima DAU lebih besar daripada DAU kabupaten induk.

Demikian pun DAK yang diutamakan untuk pelayanan dasar yang diterima daerah otonom baru tidak akan bertambah karena dana ini langsung dialokasikan untuk kebutuhan khusus, misalnya, dana untuk peningkatan pendidikan dalam bentuk biaya operasional sekolah (BOS) atau biaya operasional murid (BOM) langsung dikirim ke rekening sekolah yang sebelumnya telah diusulkan atau sudah dialokasikan ketika masih bergabung dengan kabupaten induk kecuali ada penambahan sekolah baru. Hal yang sama berlaku juga untuk dana DAK lainnya seperti utuk penanggulangan kemiskinan ataupun program - progam bidang kesehatan.

Secara empiric pembentukan daerah baru tidak terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah berpisah dari kabupaten induk sebagaimana keadaan ekonomi kabupaten Lembata, Rote Ndao dan Manggarai Barat yang tetap berada di belakang kabupaten induknya masing-masing. Pada sisi lain konseptualisasi anggaran daerah menggambarkan bahwa pembentukan daerah baru tidak diiringi dengan penambahan jumlah anggaran tetapi sebaliknya terjadi pengurangan anggaran karena anggaran pada daerah induk harus dibagikan sebagian kepada daerah bentukan baru. Basis perhitungan dana perimbangan yang didasarkan pada variabel luas wilayah dan jumlah penduduk berdampak pada terbagi duanya anggaran antara daerah induk dan pemekaran. Dengan demikian konsepsi bahwa pembentukan daerah akan mempercepat proses pencapaian kesejahteraan rakyat terbantahkan dengan adanya data empiric dan, system perhitungan anggaran sebagaimana digambarkan di atas.

Pembentukan Daerah dari Perspektif Ilmu Pemerintahan 

Ilmu Pemerintahan, secara sederhana, dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari organisasi dan bagaimana organisasi tersebut berfungsi. Ibnu Kencana Syaffei telah mengiventasir berbagai pandangan ilmuwan yang umunya mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berbasiskan pada pembentukan organisasi dan bagaimana organisasi - organisasi itu berfungsi. Pandangan ilmuwan tentang ilmu pemerintahan yang dirangkum Ibnu Kencana Syafei antara lain : ilmu pemerintahan mngajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya (D. G. A. Poelje : 1953). Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar, struktur dan proses pemerintahan umum (U. Rosenthal, 1978). Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dibentuk dan difungsikan baik secara ke dalam maupun secara ke luar terhadap warganya (H. A. Brasz, 1975). Pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya (W. S. Sayre)

Pembentukan daerah dalam batas tertentu dapat disamakan dengan pembentukan organisasi-organisasi baru pemerintahan. Pemerintahan daerah dari perspektif sistem terbagi atas struktur-struktur yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perbedaan fungsi organisasi pemerintahan daerah itu tidak bersifat divergensi tetapi konvergensi karena bermuara pada satu tujuan yakni upaya mencapai kesejahteraan rakyat daerah. Organisasi pemerintahan daerah memiliki sejumlah kewenangan yang terinci dalam bentuk urusan-urusan sebagaimana yang telah diformalkann dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota. Ringkasnya pembentukan daerah baru sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan – urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah dibentuk untuk menjalankan sebagian kekuasaan yang telah didefinisikan oleh Pemerintah.

Secara operasional antara kedua unit pemerintahan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berbagi tanggung jawab dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat’ Urusan - umsan pemerintahan daerah yang termuat dalam PP 38 / 2007 dilaksanakan oleh sejumlah organisasi. Organisasi tersebut dalam bentuk badan, dinas atau kantor untuk menjalankan sejumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan organisasi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan PP Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP ini membatasi besaran pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada sejumlah variabel antara lain : luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembatasn pembentukan organisasi pemerintaahn daerah disesuai dengan beban kerja.

Pembentukan daerah baru sama artinya dengan penyerahan sejumlah urusan dari Pemerintah ke pemerintah daerah yang dilaksanakan sejumlah organisasi pemerintahan daerah dalam bentuk badan, dinas dan kantor dan kesekretariatan. Dengan kata lain akan terbentuk birokrasi baru. Birokrasi dimaknai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan sejumlah pejabat atau disebut juga pemerintahan oleh para pejabat. Konsekuensi pembentukan organisasi baru atau birokrasi adalah bertambahnya anggaran untuk biaya kegiatan organisasi dari menggaji sejumlah pegawai yang bertanggung jawab atas berputamya roda organisasi tersebut.
Pembentukan daerah dengan demikian sama artinya dengan penambahan anggaran bagi

kepentingan organisasi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh sejumlah pejabat. Para penggagas pembentutan daerah perlu mengkaji lebih dalam apakah pembentukan organisasi sebagai kosekuensi pembentukan daerah akan lebih efsien dan efektif dibandingkan dengan pelaksanaan urusan oleh organisasi pemerintahan daerah pada daerah induk. Frase terakhir ini hendak mempertegas bahwa peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah tidak harus dengan penambahan organisasi atau tidak harus dengan pembentukan daerah baru. Penyerapan dana yang terlalu besar pada untuk membiaya organisasi dengan para pejabatnya akan berpengaruh pada pengurangan anggaran public secara signifikan.

Pembentukan daerah pada galibnya tidak memiliki kepentingan bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada banyak kasus rakyat daerah calon pemekaran hanya dipakai sebagai dalih untuk kepentingan kelompok opurtunis di daerah calon pemekaran. Kecurigaan akan penyelewengan kepentingan pembentukan daerah telah disinyalir beberapa pihak sebagaimana pandangan Robert Endi Jaweng, amat mengherankan bahwa PP No. 78 / 2007 justru tidak mengatur tetapan standar tujuan pemekaran. Padahal PP No. l29/2000 yang mengatur itu secara eksplisit pun masih saja hasilnya sulit di ukur. Dengan tiadanya tahapan standar ini tiga hal dapat ditafsirkan: (1) PP 78 dinilai hanya peduli dengan proses pemekaran, nurmun mengabaikan nasib daerah baru hasil pemekaran tersebut; (2) Klausal evaluasi hasil pemekaran dan bahkan kemungkinan likuidasi daerah yang gagal kehilangan dasar obyektifnya karena tiadanya indicator keberhasilan yang menjadi tolok ukur; (3) jangan-jangan kebijakan pemekaran daerah di negeri ini memang tidak punya tujuan eksplisit dan berjangka panjang, kecuali asal mekar dan bertujuan posisioning politik, karier birokrasi, keuntungan ekonomi dari proyek daerah baru.

Penutup

Pembentukan Daerah baru dilihat dari tiga perspektif: kebijakan pemerintah, kepentingan

masyarakat dan pemerintahan memiliki kesimpulan yang hampir sama bahwa pembentukan daerah tidak signifikan dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat tetapi cenderung memboroskan uang negara sehingga dari sisi kebijakan pemerintah, fakta-fakta terpampang di atas sudah cukup untuk mengambil kesimpulan sementara bahwa Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pembentukan daerah otonom baru dalam satu atau dua tahun ke depan. Apabila ide pembentukan daerah otonom harus melalui daerah administratif sebagai transisi ke pembentukan daerah otonomo maka pembentukan daerah otonom baru paling cepat baru akan terealisasi pada tahun 2016 dengan catatan usia daerah administratif minimal lima tahun. Dengan demikian secara matematis, Kabupaten Malaka baru akan terbentuk pada Tahun 2016 dengan syarat Pemerintah menyetujui pembentukan Kabupaten Administratif Malaka paling lambat Tahun 2011.

Pembentukan daerah bukanlah jalan tunggal untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan utama rakyat akan pembentukan suatu daerah baru. Besamya anggaran daerah akan disesuaikan dengan jumlah dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sebagai basis utama perhitungan dana perimbangan. Dengan demikian anggaran pembangunan akan berkurang secara signifikan. Pembentukan daerah baru berdampak pada keterbatasan anggaran daerah di satu sisi tetapi di sisi lain akan terjadi pemborosan karena dengan anggaran yang terbatas pgmerintah daerah baru harus membiayai organisasi - organisasi pemerintahan dengan sejumlah besar pejabatnya. Frase terakhir ini hendak menjelaskan bahwa dari perspektif ilmu pemerintahan, pembentukan daerah baru hanya sekedar menambah organisasi dan pejabat yang akan menguras sebagian besar anggaran daerah. Ilmu Pemerintahan, dengan demikian, tidak pada posisi untuk merekomendasikan pembentukan daerah baru. Oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menimbang ulang pembentukan Kabupaten Malaka.
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